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Abstrak

Isu perundungan serta tindak asusila di lingkungan sekolah merupakan persoalan
berat yang berpotensi menghambat perkembangan mental dan capaian belajar siswa.
Kegiatan penyuluhan hukum ini dirancang untuk mengedukasi mengenai regulasi
hukum dan memperkuat kesadaran para siswa di SMK Dharma Analitika Medan
terkait risiko buruk dari tindakan intimidasi dan pelecehan seksual. Proses
kegiatannya meliputi sesi penyampaian informasi hukum yang dinamis, pembahasan
studi kasus, dan pengisian instrumen penilaian. Materi fokus utama membahas
dimensi legal yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual (UU TPKS). Sasaran utama dari acara ini adalah seluruh siswa yang bersekolah
di SMK Dharma Analitika Medan. Luaran dari penyuluhan ini memperlihatkan
peningkatan pemahaman siswa mengenai batasan tindakan yang masuk kategori
pelanggaran hukum, ditunjukkan dengan skor pengetahuan rata-rata meningkat
sebesar 70% berdasarkan nilai tes akhir. Lebih lanjut, kegiatan ini sukses
menumbuhkan tekad bersama di kalangan siswa untuk membangun suasana sekolah
yang terbuka dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sebagai penutup, sosialisasi
aturan hukum sejak dini pada jenjang SMK terbukti membawa dampak positif dalam
menekan potensi terjadinya pelanggaran di area sekolah. Bagi pihak sekolah untuk
menyediakan mekanisme pelaporan internal yang menjaga kerahasiaan korban
sebagai bentuk perlindungan berkelanjutan.

Kata Kunci: edukasi hukum, bullying, kekerasan seksual, SMK Dharma Analitika Medan.

Pendahuluan

Setiap pribadi, baik dewasa maupun kanak-kanak, berhak untuk menjalani hidupnya
dengan penuh harga diri dan terhindar dari segala jenis perlakuan kejam, termasuk
pelecehan seksual. Hak mendasar ini bersumber dari prinsip kemanusiaan yang
menganggap penghormatan serta keamanan setiap insan sebagai elemen esensial dalam
interaksi sosial (Anggraeni, 2023). Di ranah pendidikan, lingkungan sekolah wajib
menyajikan wadah yang aman serta tenteram agar pelajar dapat bertumbuh kembang
tanpa adanya ancaman yang mengusik hak-hak fundamental mereka. Terjadinya
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pelecehan seksual di lingkungan sekolah menandakan adanya ketidakseimbangan dalam
hubungan kekuasaan di tengah masyarakat. Kaum muda, terkhusus para siswa, kerap kali
terpapar risiko menjadi korban penyerangan lantaran dipengaruhi oleh usia, perbedaan
kekuatan yang signifikan antara pendidik dan murid, ditambah lagi oleh norma-norma
sosial yang masih cenderung menyembunyikan insiden tindak kekerasan seksual
(Meiranny et al., 2024).

Penyuluhan hukum yang diadakan di SMK Dharma Analitika Medan dimaksudkan guna
memperluas pengetahuan siswa mengenai urgensi memperkuat norma-norma hukum
sebagai cara untuk menanggulangi tingkah laku menyimpang di kalangan generasi muda
khususnya para siswa. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan terjadi pendalaman
wawasan tentang nilai-nilai hukum sebagai fondasi akhlak dan moral yang kuat untuk
menjauhi perbuatan bullying dan kekerasan seksual (Lubis et al.,, 2025). Bullying beserta
kekerasan seksual kini sudah diakui sebagai tindak kriminalitas berat dalam kerangka
hukum Indonesia. Pemerintah sudah menetapkan serangkaian aturan untuk
mengantisipasi serta menanggulangi aksi kekerasan seksual, salah satunyaialah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang
mengatur beragam jenis agresi seksual beserta prosedur penegakan hukumnya.

Di samping itu, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor 30 Tahun 2021 pun merupakan upaya nyata guna mencegah dan mengatasi
pelecehan seksual di lingkungan edukasi, termasuk di tingkat sekolah kejuruan. Meskipun
demikian, pelaksanaan aturan ini masih menjumpai kendala, misalnya minimnya
penyebarluasan informasi, terbatasnya sistem pelaporan yang benar-benar berfungsi,
serta para peserta didik yang belum memahami sepenuhnya hak-hak perlindungan
hukum mereka (Lubis et al., 2024).

Bullying mencakup berbagai jenis seperti kekerasan fisik, penghinaan verbal, dan
termasuk mengalami unsur kekerasan secara seksual. Undang-Undang Perlindungan
Anak menjamin perlindungan khusus untuk anak di sekolah, termasuk larangan terhadap
segala jenis kekerasan fisik dan mental di lingkungan pendidikan. Para pelaku
perundungan bisa mendapatkan hukuman penjara dan/atau denda sesuai dengan Pasal
54 dan Pasal 8o dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (Rizqullah et al., 2025).
Penyelenggaraan penyuluhan hukum di SMK Dharma Analitika Medan bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran, pengetahuan, serta ketaatan siswa terhadap peraturan yang
ada, sehingga menciptakan suasana sekolah yang lebih aman dan siswa bisa terhindar dari
masalah hukum akibat bullying dan kekerasan seksual. Kegiatan ini juga mendukung
usaha pencegahan dalam rangka perlindungan hak anak, sesuai dengan mandat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta praktik yang disarankan melalui advokasi
hak anak dan sosialisasi peraturan di lembaga pendidikan (Fazry & Apsari, 2021).

Edukasi hukum mengenai bullying dan kekerasan seksual di sekolah harus dimulai dari
pengertian bahwa bullying dan kekerasan seksual adalah masalah serius, karena dapat
menyebabkan dampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental, serta membawa
konsekuensi hukum bagi kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku. Di Indonesia,
tindakan bullying dan kekerasan seksual termasuk dalam jenis kekerasan terhadap anak
dan telah diatur dengan jelas dalam berbagai peraturan, terutama dalam Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 yang membahas Perlindungan Anak (Rahman et al., 2025).
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Melalui kegiatan penyuluhan hukum, diharapkan siswa dapat memahami lebih dalam
tentang bahaya bullying dan kekerasan seksual serta konsekuensi hukumnya. Kegiatan ini
bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum di antara para pelajar agar mereka
mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, terbuka, serta berlandaskan pada
prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial (Rasyid et al., 2025). Faktor-faktor yang
menyebabkan perilaku tersebut saling berkaitan dan berkembang dari berbagai unsur,
termasuk kepribadian, cara komunikasi anak dengan orangtuanya seperti sering
menyaksikan keributan di rumah, minimnya pengawasan dari orangtua, penerapan
hukuman fisik dari orangtua yang bisa memicu perilaku agresif sebagai bentuk balas
dendam, pengaruh dari kelompok teman sebaya yang cenderung mengejek, serta suasana
sekolah yang kurang peduli dalam menangani masalah antar teman, ditambah dengan
kurangnya pengawasan dari kepala sekolah terhadap proses belajar yang dijalankan oleh
guru (Herawati & Deharnita, 2019).

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini dirancang dengan cara yang
terstruktur. Pelaksanaan kegiatan ini mengadopsi pendekatan ceramah, diskusi interaktif,
serta pendampingan hukum. Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk menganalisis
penerapan nilai-nilai dalam upaya edukasi mengenai bullying dan kekerasan seksual,
seperti rasa tanggung jawab di berbagai aspek kehidupan di sekolah dan dalam
masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa langkah, dimulai dengan
identifikasi masalah yang dialami siswa, diikuti dengan analisis dampak yang muncul serta
implikasi hukumnya, dan terakhir, mengidentifikasi kendala yang dihadapi siswa di SMK
Dharma Analitika Medan dalam upaya mencegah bullying dan kekerasan seksual (Innash
& Latif, 2025).

Tabel 1. Ringkasan Metode Pelaksanaan

Tahapan Kegiatan Utama Luaran (Output)

Identifikasi Observasi awal & perizinan Kesepakatan jadwal & target
Edukasi Sosialisasi UU Perlindungan anak Peningkatan wawasan siswa
Evaluasi Uji pemahaman (Pre/Post-test) Data perkembangan pengetahuan
Terminasi Penyerahan media publikasi (Poster) Pengingat visual di sekolah

Tahap pertama merupakan fase persiapan, di mana tim penyuluhan akan melakukan
sejumlah kegiatan awal untuk menjamin program berjalan dengan baik. Kegiatan ini
meliputi koordinasi dengan SMK Dharma Analitika Medan, termasuk kepala sekolah, guru,
untuk membicarakan rincian pelaksanaan kegiatan. Selain itu, tim akan mengidentifikasi
kebutuhan dan masalah spesifik terkait kekerasan terhadap anak di sekolah melalui
diskusi bersama pihak sekolah. Tim juga akan menyusun materi pendidikan hukum yang
mencakup hak anak, berbagai bentuk kekerasan, peraturan hukum yang memberikan
perlindungan kepada anak, mekanisme pelaporan, serta strategi untuk mencegah
kekerasan di lingkungan keluarga dan sekolah. Untuk mendukung sosialisasi, akan dibuat
bahan ajar seperti modul, video edukasi, dan infografis. Agar kegiatan dapat berjalan
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dengan baik, tim penyuluhan juga merencanakan jadwal dan tugas secara efisien (Karoma
etal,, 2024).

Tahap kedua merupakan fase pelaksanaan yang menjadi bagian utama dari kegiatan
penyuluhan. Pengajaran mengenai hukum akan disampaikan kepada peserta melalui
berbagai cara yang bersifat interaktif. Kegiatan pertama di fase ini adalah penyuluhan
hukum untuk pelajar, yang dilaksanakan melalui ceramah interaktif dan forum diskusi.
Materi yang akan disampaikan mencakup hak-hak anak sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, tipe-tipe kekerasan yang sering
terjadi di lingkungan sekolah, dampak psikologis dari kekerasan, cara melaporkan, serta
analisis kasus untuk meningkatkan pemahaman siswa.

Tahap terakhir melibatkan penilaian dan bimbingan, yang bertujuan untuk
mengevaluasi keberhasilan kegiatan. Proses penilaian ini meliputi tes awal dan tes akhir
untuk menilai peningkatan pemahaman siswa, terhadap materi yang telah diajarkan.
Selain itu, tim akan membagikan kuesioner dan melakukan wawancara untuk
mengumpulkan umpan balik mengenai efektivitas metode yang diterapkan. Observasi
setelah kegiatan juga akan dilakukan untuk mengidentifikasi perubahan sikap dan
kesadaran peserta mengenaiisu perlindungan anak. Sebagai langkah lanjutan, kegiatan ini
akan memberikan bimbingan kepada siswa atau guru yang memerlukan dukungan lebih
dalam menangani kasus kekerasan di sekolah.

Gambar 1. Pada saat penyampaian materi

Hasil dan Pembahasan

Hasil survei menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan dalam tingkat pemahaman
peserta setelah mengikuti kegiatan penyuluhan hukum terkait perlindungan anak dari
bullying dan kekerasan sesksual baik dalam lingkup keluarga maupun sekolah. Pada aspek
Pemahaman Hukum mengenai Perlindungan Anak, terdapat peningkatan dari 55%
menjadi 80% pada post tes. Temuan ini menunjukkan bahwa sebelum mengikuti
penyuluhan, pengetahuan peserta tentang peraturan perlindungan anak tergolong
rendah. Setelah diberikan pengetahuan mengenai hak anak, jenis-jenis kekerasan, serta
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cara pelaporan, pemahaman mereka mengenai aspek hukum yang mengamankan anak
dari kekerasan meningkat dengan pesat.

Tabel 2. Tingkat Pemahaman Peserta Setelah Mengikuti Kegiatan

No Indikator Pre Tes% Post Test %
1 Pemahaman hukum tentang perlindungan anak 55 % 80 %
2 Kesadaran dan sikap terhadap kekerasan anak berupa bullying 60 % 85 %
dan kekerasan seksual
3 Efektifivitas program penyuluhan hukum 50 % 90 %

Pada indikator Kesadaran dan Pandangan mengenai Kekerasan Anak, hasil dari pre-
test menunjukkan bahwa hanya 60% dari peserta memiliki kesadaran serta pandangan
yang positif terkait pencegahan kekerasan. Namun, setelah mengikuti kegiatan
penyuluhan, angka tersebut meningkat menjadi 85%. Ini menunjukkan bahwa sebelum
mendapatkan edukasi, masih banyak peserta yang belum menyadari pentingnya
pencegahan dan pelaporan kekerasan terhadap anak. Melalui kegiatan tanya jawab, studi
kasus, dan simulasi peran dalam penanganan kekerasan, peserta menjadi lebih
memahami tanggung jawab mereka dalam melindungi diri sebagai anak dan mendukung
terciptanya lingkungan yang aman.

Indikator Keberhasilan kegiatan penyuluhan hukum mengalami peningkatan dari 50%
pada pre-test menjadi 90% pada post-test. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum kegiatan
penyuluhan dilaksanakan, mayoritas peserta merasa kurang memperoleh informasi yang
memadai tentang cara melindungi anak. Namun, setelah menerima penjelasan materi
yang menyeluruh, mereka menjadi lebih mengerti tanggung jawab sekolah, keluarga, dan
pihak berwenang dalam melindungi anak dari kekerasan. Peningkatan ini juga
menandakan bahwa metode yang diterapkan dalam pendidikan, seperti ceramah
interaktif, workshop, dan simulasi, sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman
peserta.

Setelah diadakannya penyuluhan hukum tentang bullying dan kekerasan seksual,
pengetahuan serta pemahaman siswa dianalisis untuk menilai seberapa efektif intervensi
yang dilakukan. Analisis ini melibatkan hubungan antara pendidikan hukum dan tingkat
kesadaran siswa mengenai dampak dari bullying dan kekerasan seksual.

Tabel 3. Hubungan pemahaman siswa dengan edukasi hukum dalam bullying dan kekerasan seksual

Pemahaman siswa Edukasi hukum Jumlah Persentase (%)

Baik 32 (baik) 40 70 %
8 (tidak baik)

Tidak baik 10 (baik) 22 30 %
12 (tidak baik)

Total 62 100

Analisis data menunjukkan bahwa penyuluhan hukum secara substansial memperbaiki
pemahaman pelajar mengenai prinsip hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak
dalam upaya mencegah bullying dan kekerasan seksual. Sebagian besar siswa saat ini
memiliki pemahaman yang baik sekitar 65 %, yang mencerminkan peningkatan kesadaran
hukum serta sikap menolak bullying dan kekerasan seksual. Hasil ini juga diperkuat oleh
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pengamatan kualitatif yang menunjukkan peningkatan rasa empati, tanggung jawab
sosial, dan partisipasi aktif pelajar dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan
bebas dari perundungan (Hendriawan et al., 2025).

Selain peningkatan pengetahuan, hasil diskusi dan pengamatan menunjukkan adanya
perubahan dalam perilaku dan sikap para siswa. Sebelum mendapatkan edukasi, sejumlah
siswa sering kali menganggap lelucon yang menyakiti teman sebagai hal yang biasa.
Namun, setelah mendapatkan edukasi, sebagian besar siswa sekitar 65% menunjukkan
kesadaran yang lebih baik mengenai batasan interaksi sosial, mampu mengenali berbagai
bentuk bullying serta kekerasan seksual, serta memahami konsekuensi hukum bagi
pelaku. Para guru mengamati adanya peningkatan keterlibatan siswa dalam kegiatan kelas
yang fokus pada kerja sama dan penghargaan terhadap teman, sehingga menciptakan
lingkungan yang lebih aman dan mendukung (Rangkuti, 2025).

Gambar 2. Pada saat sesi Foto bersama

Temuan ini konsisten dengan teori literasi hukum yang menegaskan bahwa
pemahaman terhadap aturan dan hukum sangat berpengaruh dalam membangun
kesadaran hukum serta tindakan pencegahan pada orang (Aryani et al., 2024). Literasi
hukum berfungsi sebagai alat penting untuk menanamkan pemahaman teoretis dan
praktis, sehingga siswa dapat mengidentifikasi dan menghindari tindakan bullying dan
kekerasan seksual dimanapun mereka berada. Hasil dari studi ini juga menguatkan hasil
penelitian yang dilakukan oleh Ivankova yang menyatakan bahwa program intervensi
yang berfokus pada edukasi hukum dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan
serta pengetahuan para siswa (lvankova et al., 2005).

Hasil diskusi menunjukkan bahwa setelah mendapatkan pendidikan hukum, siswa
menjadi lebih peka terhadap batasan dalam interaksi sosial, memahami bahwa candaan
dan sentuhan yang merugikan teman dapat dianggap sebagai tindakan bullying dan
kekerasan seksual, serta menyadari dampak hukumnya. Kegiatan penyuluhan hukum di
SMK Dharma Analitika Medan mendorong terciptanya lingkungan sosial yang harmonis,
aman, dan mendukung melalui empati, komunikasi yang baik, serta nilai-nilai budaya yang
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tinggi. Hasil ini menguatkan teori pembelajaran sosial yang menunjukkan bahwa perilaku
seseorang dapat dipengaruhi oleh observasi, latihan, dan pembelajaran nilai-nilai sosial
yang baik (Bandura, 2001).

Integrasi pendidikan hukum dalam sekolah menyediakan dasar yang sistematis untuk
mencegah bullying dan juga kekerasan seksual. Para siswa sekarang lebih menyadari
norma sosial serta batasan dalam berinteraksi di sekolah, sehingga mereka bisa bergaul
tanpa merugikan teman-teman mereka. Peningkatan kesadaran ini bersifat intelektual
dan praktis, yang tercermin dari keterlibatan aktif siswa dalam menciptakan lingkungan
belajar yang aman dan inklusif. Penemuan ini sejalan dengan konsep sekolah ramah anak
yang menyoroti hak-hak anak, keselamatan, serta pengembangan sikap siswa yang
bertanggung jawab (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 2023).

Pendidikan mengenai hukum berfungsi sebagai pendekatan yang efektif untuk
memberikan siswa keterampilan dalam mengenali tindakan bullying juga kekerasan
seksual untuk dapat menyesuaikan tindakan mereka agar sesuai dengan norma hukum
dan sosial kemasyarakatan (Merriam & Tisdell, 2019).

Gambar 3. Pada Saat Penutupan

Dengan demikian, program pendidikan hukum memberikan hasil yang positif yang
jelas, baik dalam aspek pengetahuan, sikap, maupun tindakan sosial di sekolah.
Berdasarkan hasil penelitian kuantitatif dan kualitatif, serta komunikasi dengan teori
literasi hukum dan prinsip-prinsip pendidikan, penyuluhan hukum ini mengembangkan
sebuah model konseptual yang menunjukkan bagaimana peran pendidikan hukum dapat
melindungi anak dari perilaku bullying dan kekerasan seksual di sekolah. Model ini
disusun untuk membantu memahami hubungan antara intervensi pendidikan, perubahan
dalam pikiran dan perasaan siswa, serta penciptaan lingkungan sekolah yang aman dan
inklusif.
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Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian aktivitas pengabdian kepada masyarakat yang telah diadakan
di SMK Dharma Analitika Medan, berikut ini adalah beberapa poin penting yang dapat
disimpulkan. Penyuluhan hukum ini sukses dalam mengubah pemahaman siswa
mengenai aspek hukum terkait bullying dan kekerasan seksual. Siswa kini dapat
membedakan antara tindakan bercanda biasa dan tindakan yang dapat dikenakan sanksi
pidana sesuai dengan UU Perlindungan Anak dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual
(UU TPKS). Keberhasilan pendekatan edukasi metode pengenalan yang bersifat
partisipatif dan diskusi kasus terbukti meningkatkan kesadaran siswa. Hal ini terlihat dari
hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa rata-rata pemahaman peserta meningkat sebesar
85% dari tes awal hingga tes akhir. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman
hukum, tetapi juga mendorong siswa untuk berani melaporkan tindakan kekerasan yang
mereka alami atau saksikan di sekolah. Kesadaran kolektif yang terbentuk ini menjadi
langkah awal dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan bebas dari segala
bentuk kekerasan di SMK Dharma Analitika Medan. Sebagai langkah lanjutan, disarankan
agar SMK Dharma Analitika Medan terus memasukkan materi tentang pencegahan
kekerasan dalam program pembinaan siswa secara rutin dan memperkuat peran unit
bimbingan konseling sebagai tempat pengaduan yang bersahabat bagi anak dan menjaga
kerahasiaannya.
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